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ABSTRAK

Nama : SUKARNI
NIM : 150801096
Fakultas/Jurusan . Fakultas llmu Sosial dan llmu Pemerintahan / llmu Politik
Judul : Strategi  Kampanye Kandidat Anggota DPRA (Studi

Kasus Politik  Perempuan Pada Pemilihan 2019 Di Kota
Subulussalam)

Pembimbing | : Dr. Phil. Saiful Akmal, S. Pd. I, MA
Pembimbing Il . Rizkika Lhena Darwin, S,IP,MA
Kata kunci : Politik Perempuan

Calon legislatif dalam pemilu, identik dengan laki-laki yang akibatnya menjadi
semakin sulit bagi perempuan untuk mengkonsolidasikan posisi dan
kedudukannya dalam kancah ini. Argumentasi dalam penelitian ini menjelaskan
bahwa kemenangan politisi perempuan pada konteks pemilu tidak cukup hanya
dengan membawa program tentang perempuan, namun juga didukung oleh latar
belakang/profil suami, politik identitas, dan politik uang. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana strategi kampanye yang dijalankan oleh
caleg perempuan di Subulussalam, dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh
identitas dan money politics terhadap masyarakat pemilih. Penelitian ini dilakukan
di Kota Subulussalam, dan menggunakan metode kualitatif, dengan tehnik
pengumpulan data yaitu : observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil
penelitian ini  menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan keterwakilan
perempuan diparlemen didasari oleh budaya patriarki yang masih kental di Kota
Subulussalam, namun caleg perempuan menggunakan identitas suami sebagai
strategi kampanye untuk menuju parlemen.

xii



BAB |

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Calon legislatif (Caleg) dalam pemilu, identik dengan laki-laki yang
akibatnya menjadi semakin sulit bagi perempuan untuk mengkonsolidasikan
posisi dan kedudukannya dalam kancah ini. Usaha untuk memperjuangkan jumlah
perempuan duduk di lembaga parlemen dan pemerintahan dilakukan agar
keterwakilan jumlah dan suara perempuan seimbang dalam lembaga negara ini.
Namun hasil yang diperoleh hanya sebatas kuantitas keterwakilan perempuan di
lembaga legislatif. Kuantitas ini belum memadai dibandingkan dengan kualitas
suara dan peran-peran strategis perempuan sebagai pengambil kebijakan di
domain politik yang identik dengan ranahnya laki-laki*.

Pada pemilu 2004, adalah pemilu pertama yang dilakukan pemilihan
secara langsung. Anggota legislatif yang sebelumnya dipilih oleh rakyat
berdasarkan jumlah suara yang diperoleh partai peserta pemilu dan berdasarkan
nomor urut anggota di partainya masing-masing diubah menjadi dipilih langsung
oleh masyarakat berdasarkan suara terbanyak tanpa mempedulikan nomor
urutnya. Sistem pemilihan secara langsung dengan mengumpulkan suara
terbanyak seperti ini memerlukan upaya persuasif yang bertujuan menumbuhkan
kesadaran masyarakat agar turut berpartisipasi dalam demokrasi politik, karena

partisipasi masyarakat dalam menyalurkan suara politiknya akan menentukan arah

'Rukmawati Sukarman.,“Strategi Komunikasi Politik Calon Legislatif”,Vol 2, No. 4.

2014 Him. 185



dan kebijakan pembangunan daerah selama sedikitnya lima tahun ke depan dalam
model pemilihan seperti ini merupakan peluang bagi perempuan®.

Perubahan tata cara pemilihan tersebut juga akan merubah cara-cara dan
pendekatan kampanye politik yang dijalankan oleh masing-masing calon anggota
legislatif. Kampanye dengan cara lobi politik kepada tokoh-tokoh masyarakat (key
person) lebih diutamakan karena dapat menjadi magnet suara, di samping itu
pengenalan calon kepada masyarakat melalui kampanye politik yang melibatkan
masyarakat dijadikan cara utama untuk menarik perhatian dan suara dari
konstituen yaitu masyarakat daerah®.

Terlihat peningkatan jumlah perolehan kursi perempuan di DPRA (Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh) dari pemilihan Tahun 2009 sebesar 5,7% ke Tahun
2014 sebesar 14,81%. Jumlah perolehan kursi perempuan di legislatif Provinsi
Aceh pada pemilu Tahun 2014 Meningkat dari pemilu Tahun 2009, Namun
mengalami penurunan kembali pada Tahun 2019 sebesar 11,11%.

Pada pemilu 2014, perempuan yang mendapatkan kursi di DPRA untuk
dapil 9 berasal dari Aceh Selatan, yang bernama liswani dari partai PAN (Partai
Amanat Nasional), dan dari Aceh Barat yang bernama Siti Mahziah dari partai PA
(Partai Aceh), berbeda dengan pemilu pada Tahun 2019, dimana kedua
perempuan yang berhasil mendapat kursi berasal dari Kota subulussalam, yaitu
Hj. Sartina NA S.E M.Si dari partai GOLKAR (Golongan Karya) dan Hij.

Asmidar,S.Pd dari partai PA (Partai Aceh).

’Bono Setyo.,Membangun Model Kampanye Politik Berbasis Silaturahim Bagi Calon
Legislatif Incumbent Kabupaten Klaten Dalam Pemilu 2014 : Dosen Prodi lImu Komunikasi UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.,Vol. 06, No. 2. 2013 HIm. 2

® Nimmo.,Komunikasi Politik Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung: PT Rempaja
Rosdakarya. Vol.06, No. 2. 2005. HIm. 2



Kedua kandidat menggunakan strategi kampanye agar mampu mendulang
suara kontestasi dengan calon legislatif (caleg) laki-laki lainnya. Strategi politik
yang paling dominan digunakan yaitu politik uang, latar belakang Suami dan
politik identitas. (Observasi, Subulussalam,17 April 2019). Argumentasi saya,
kemenangan politisi perempuan pada konteks pemilu tidak cukup hanya dengan
membawa program tentang perempuan, namun juga didukung oleh latar
belakang/profil suami, politik identitas, dan politik uang. Dengan demikian
menarik bila saya menelusuri tentang politik perempuan pada pemilu legislatif
2019 studi kasus Kota Subulussalam.

Dari latar belakang di atas, penulis ingin meneliti tentang, judul skripsi
yang berjudul: Strategi Kampanye Kandidat Anggota DPRA(Studi Kasus Politik
Perempuan Pada Pemilihan 2019 di Kota Subulussalam).

1.2 Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka
rumusan masalah penelitian ini adalah :
1. Bagaimana kondisi sosial Budaya masyarakat Subulussalam terhadap
eksistensi perempuan di ranah politik?
2. Bagaimana strategi kampanye kandidat perempuan dalam pemilu 2019 di

Subulussalam?



1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana strategi
kampanye yang terjadi pada caleg perempuan di Subulussalam. dan ingin
mengetahui bagaimana politik identitas dan money politics lebih mempengaruhi
pemilih perempuan.
1.4 Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-
penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai persamaan
atau perbedaan yang sudah ada. Selain itu peneliti juga menggali informasi dari
skripsi untuk mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang judul
yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

1. Skripsi Hendra Fauzi dari Universitas Lampung Bandar Lampung, dengan
judul “Strategi Politik Calon Legislatif Perempuan Dalam Memenangkan
Pemilihan Legislatif 2009 (Studi Pada Calon Legislatif Perempuan Di
Dapil 6, Kecamatan Natar Lampung Selatan). Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui strategi politik caleg perempuan dalam memenangkan
pemilihan legislatif 2009. Metode yang digunakan adalah deskriptif
kualitatif. Informan ditentukan dengan purposive sampling yakni
penentuan disesuaikan atas kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan
tujuan penelitian. Data diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan
dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, display atau
penyajian data dan tahap kesimpulan (verifikasi). Lokasi penelitian di

Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Informan dalam penelitian ini



berjumlah 8 orang yang terdiri dari pengurus partai politik, masyarakat

setempat dan caleg perempuan®.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hendra Fauzi sama-sama ingin
melihat tentang strategi politik caleg perempuan, dan sama-sama menggunakan
jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan
penelitian ini jika Hendra Fauzi melihat pada pada tahun 2009 sedangkan
penelitian ini melihat pada tahun 2019 dengan mengangkat permasalahan ini saya
ingin melihat strategi apa saja yang paling sering di gunakan Caleg perempuan di
Kota Subulussalam.

2. Skripsi Siti Hajar Sri Hidayatidari universitas islam negeri ar-raniry,
dengan judul “Perbedaan Motivasi Calon Legislatif di Banda Aceh
Ditinjau dari Jenis Kelamin”. kesimpulan dari penelitian ini adalah
Kesetaraan gender merupakan hal yang paling penting untuk mencegah
diskriminasi yang terjadi di masyarakat. Terdapat beberapa cara untuk
mencapai kesetaraan gender, salah satunya dengan memberikan
kesempatan pada perempuan untuk mempengaruhi kebijakan politik
seperti berpartisipasi dalam politik dengan menjadi calon legislatif.
Persentase perempuan yang rendah di lembaga legislatif, khususnya
legislatif di Aceh menunjukkan bahwa perempuan masih belum
berpartisipasi aktif. Faktor penyebab minimnya persentase perempuan

adalah motivasi yang rendah. Motivasi merupakan pendorong tingkah laku

*Fauzi,Hendra. Strategi Politik Calon Legislatif Perempuan dalam Memenangkan
Pemilihan Legislatif 2009 (Studi Pada Calon Legislatif Perempuan di Dapil 6, Kecamatan Natar
Lampung Selatan). Skripsi. FISIP. Universitas lampung. Bandar lampung. 2010.



individu sesuai arah tujuan. Ada tiga jenis need yang mempengaruhi
tingkah laku individu yaitu need for power, need for affiliation dan need
for achievement. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini
bertujuan untuk melihat perbedaan motivasi calon legislatif ditinjau dari
jenis kelamin. Penelitian ini merupakan penelitian Kkualitatif dengan
metode deskriptif analitis dan menggunakan teknik purposive sampling®.
Persamaan Siti Hajar Sri Hidayati dengan penelitian ini adalah sama-sama
ingin melihat tentanag perempuan dan sama-sama penelitian di Aceh serta sama-
sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian Siti
Hajar Sri Hidayati dengan penelitian ini adalah jika penelitian Siti Hajar Sri
Hidayati lebih ke motivasi perempuan sedangkan penelitian ini lebih ke strategi
kampanyenya.

3. Skripsi Miftahol Arifin dari universitas islam negeri sunan kalijaga
yogyakarta, dengan judul “Positioning Politik Caleg Perempuan pada
Pemilu Legislatif 2014 Di Sumenep” pada penelitian ini dimaksud untuk
memotret rendahnya keterwakilan perempuan di perlemen sumenep
dengan fokus pembahasan yaitu Positioning Politik Perempuan pada
Pemilu Legislatif 2014. Tujuannya adalah untuk mengetshui bagaimana
positioning politik caleg perempuan, termasuk pula bagaimana pengaruh
lolosnya mereka keperlemen. Penelitian ini merupakan jenis penelitian
kualitatif dengan menggunakan teori positioning politik dan teori gender.

Responden dalam penelitian ini adalah tiga caleg perempuan terpilih,

>Siti Hajar Sri Hidayati.Perbedaan Motivasi Calon Legislatif di Banda Aceh Ditinjau dari
Jenis Kelamin. Skripsi. BKI. Universitas islam ar-raniry. Banda aceh. 2016.



beberapa caleg perempuan tidak terpilih, caleg priode sebelumnya,

pengamat dan wartawan. Dalam proses pengumpulan data, peneliti

menggunakan tehnik wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi, serta

menggunakan tehnik deskriptif-analitik sebagai metode analisis data®.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya oleh Miftahol
Arifin sama-sama melihat tentang caleg perempuan dan sama-sama menggunakan
metode kualitatif sedangkan perbedaanya penelitian Miftahol Arifin lebih ke
positioning politik caleg perempuan dan pengaruh lolosnya perempuan ke
parlemen sedangkan penelitian ini lebih ke strategi kampanye yang terjadi pada
caleg perempuan di Subulussalam. Dan lebih ke identitas dan money politiknya.
1.5 Penjelasan Istilah

Peneliti harus lebih dahulu memberikan penjelasan terhadap istilah yang
terdapat dalam judul pembahasan ini, sehingga tidak menimbulkan kelasalah
dalam pembacanya, istilah yang di maksud adalah:

a. Strategi dalam pengertian sempit maupun luas terdiri dari tiga unsur, yaitu
tujuan (ends), sarana (means), dan cara (ways). Dengan demikian strategi
adalah cara yang digunakan dengan menggunakan sarana yang tersedia
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan’.

Menurut Marrus dan Umar, strategi didefinisikan sebagai suatu proses

penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka

®Miftahol Arifin. Positioning Politik Caleg Perempuan pada Pemilu Legislatif 2014 Di
Sumenep. Skripsi. Fakultas ilmu sosial dan humaniora. Universitas islam negeri sunan kalijaga.
Yogyakarta. 2015

"Nasution. Pendekatan Dalam Proses Belajar dan Mengajar. Bumi Aksara: Jakarta. 2006.

HIm.80



panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar
tujuan tersebut dapat dicapai®.

Menurut Mintzberg menyebutkan jika konsep strategi itu mencakup
beberapa arti yang saling terkait. Dimana strategi adalah suatu: Perencanaan untuk
semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam
mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjangnya, Acuan yang berkenaan dengan
penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan
oleh organisasi, Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan
aktivitasnya, Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara
organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas aktivitasnya, dan Rincian
langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing®.

b. Secara umum pengertian kampanye adalah serangkaian usaha dan
tindakan komunikasi yang terencana untuk mendapatkan dukungan dari
sejumlah besar khalayak yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok
orang terorganisir dalam suatu proses pengambilan keputusan dan
dilakukan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Pengacu pada
definisi kampanye tersebut, maka semua kegiatan kampanye ini harus
memiliki empat unsur berikut : Pertama, kegiatan kampanye bertujuan
untuk menciptakan dampak dan efek tertentu. Kedua, sasaran kampanye
adalah khalayak dalam jumlah yang besar. Ketiga kegiatan kampanye
umumnya fokus dalam waktu tertentu. Yang terakhir kampanye dilakukan

melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir. Pengertian

8 Husein Umar. Riset Pemasaran dan Prilaku Konsumen, Penerbit PT. Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta. 2002. HIm.31
® Mintzberg, H. Mintzberg On Managemen: Free Press, New York. 2007. HIm. 306



kampanye berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang

pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan

Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) pada pasal 1 angka 26 adalah kegiatan peserta pemilu untuk

meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi misi dan program

peserta pemilu.’

Kampanye adalah tindakan mempengaruhi dengan cara apapun untuk
membuat komunikan berpihak kepada komunikator. Menurut venus Antar
Serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan
efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada
kurun waktu tertentu™.

c. Perempuan dan politik merupakan rangkaian dua kata yang dijadikan
slogan oleh partai politik. Perempuan pada setiap tingkat sosial politik
merasa dirinya kurang keterwakili dalam perlemen dan jauh dari kata
keterlibatan dalam pembuatan keputusan. Perempuan juga harus
mempunyai strategi-strategi khusus untuk bisa menang di pesta demokrasi.
Terjun langsung kemasyarakat adalah salah satu action yang bagus untuk
mengambil hati masyarakat, kumpul bersama apabila masyarakat di sekitar
pemilihan kita ada yang sedang mengadakan acara syukuran, pengajian

dan sebagainya. Perempuan juga perlu mempersiapkan mental disaat

'°Republik Indonesia, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Pilkada Serentak.
1 Venus Antar. Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis Dalam
Mengekfektifkan Kampanye Komunikasi. Bandung : Simbiosa Rekatama Media.2004. HIm. 7
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terjun langsung ke masyarakat, karena ada masyarakat yang tidak akan

menghiraukan kita bahkan tidak peduli apa yang sedang kita lakukan.



BAB Il

LANDASAN TEORI

2.1. Politik Perempuan Dalam Perspektif Budaya Politik

Budaya politik bukanlah sesuatu yang diperuntukkan bagi individu yang
secara aktif terlibat dalam peristiwa politik. Semua orang berbagi dalam budaya
politik tertentu. Nilai-nilai individu dan kepercayaan yang datang bersama dengan
orang lain untuk mengukuhkan budaya kolektif adalah produk dari peristiwa masa
lalu, pengalaman hidup saat ini, lembaga sosial yang membimbing individu
melalui masa kanak-kanak dan terus membentuk mereka sebagai orang dewasa,
dan tindakan dan pendirian lembaga dan pemimpin politik®.

Budaya politik mendasari serangkaian nilai dan kepercayaan tentang
politik dan sistem makna untuk menafsirkan politik di antara populasi tertentu.
lImuwan politik menekankan sejumlah nilai sebagai komponen budaya politik.
Untuk membandingkan budaya politik satu negara dengan yang lain, komparatif
dapat memeriksa nilai-nilai ini, dengan melihat bagaimana mereka bergabung
bersama dan sejauh mana kombinasi tipikal dominan (budaya homogen) atau
hanya yang paling umum dari banyak kombinasi (budaya politik heterogen).
Karakteristik budaya dalam suatu wilayah adalah homogenitas budaya mengacu
pada kasus di mana anggota kelompok relatif bersatu dalam keyakinan dan sistem

makna mereka. Sedangkan heterogenitas budaya terjadi ketika perangkat

12 owell Barrington.Comparative Politics; Struktures dan Choices. Amerika Serikat. 2010.
HIm.102

11
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kepercayaan konspirasi lain ada di samping fitur budaya yang paling khas dari
kelompok™.

Setiap masyarakat menanamkan norma dan nilai-nilai kepada rakyatnya,
harus mengambil pengertian yang berbeda tentang bagaimana sistem politik
seharusnya bekerja dan tentang apa yang mungkin dilakukan pemerintah untuk
mereka dan untuk mereka. ada kepercayaan, simbol, dan nilai-nilai tentang sistem
politik adalah budaya politik suatu negara-dan itu sangat bervariasi dari satu
negara ke negara lain*.

Budaya politik suatu bangsa ditentukan oleh sejarah, ekonomi, agama, dan
cerita rakyatnya. Nilai-nilai dasar, yang diturunkan lebih awal, dapat bertahan
selama berabad-abad. Budaya politik adalah semacam memori politik kolektif.
Sebagaimana didefinisikan oleh ilmuwan politik Sidney Verba, budaya politik
adalah "sistem kepercayaan empiris, simbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai, yang
mendefinisikan kedudukan di mana tindakan politik terjadi*>".

Beliefs menjelaskan simbol dan nilai tentang sistem politik, dan variasi
dengan pertimbangan dari negara satu dengan negara yang lain. Aturan dari nilai
dan kepercayaan tentang politik dan sistem pemaknaan politik diantara populasi
tertentu. Ditentukan oleh sejarah, ekonomi, agama dan kearifan lokal, memori
politik kolektif. Ada tiga faktor yang membentuk budaya politik yaitu:

1) Defining event (memaknai peristiwa)

2) Repeated experiences (pengalaman yang berulang)

YIpid., HIm.103

YRoskin, Cord & Medieros Jones. Political Science An Introduktion. Pearson Education.
Canada. 2012. HIm.119

Bpid.
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3) Socialization (sosialisasi).

Sebab dan Akibat Budaya Politik

Peristiwa —
(mendefenisikan
atau mengulangi) Budaya politik Perilaku Politik

l —

Sosialisasi —

Sumber :Roskin, Cord & Medieros Jones. Political Science An Introduktion. Pearson Education.
Canada.

Sosialisasi Politik akan membentuk budaya politik sebuah negara.
Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya kita belajar tentang politik. ini
menyangkut perolehan emosi, identitas dan keterampilan serta innformasi,
dimensi utamanya adalah apa yang dipelajari orang (konten), ketika mereka
mempelajarinya (waktu dan urutan) dan dari siapa (agen)'®. Beberapa agen
sosialisasi politik yaitu:

a. Keluarga (The Family)

Keluarga yang ditemui anak-anak paling awal, keluarga biasanya lebih
penting daripada semua faktor lainnya. upaya sosialisasi terbuka oleh pemerintah
dan sekolah umumnya gagal jika nilai-nilainya bertentangan dengan orientasi
keluarga negara-negara komunis, seperti polant, memiliki masalah ini: Rezim
mencoba menanamkan nilai-nilai sosialis dalam diri seorang anak, tetapi keluarga

itu mengajarkan anak itu untuk mengabaikan pijatan ini. Di mana nilai-nilai

®*Roskin, Cord & Medieros Jones. Political Science An Introduktion. Pearson Education.
Canada. 2012. HIm. 131-133
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keluarga dan pemerintah umumnya kongruen, seperti di negara-negara bersatu,
dua mode sosialisasi saling menguatkan satu sama lain.
b. Sekolah (The School)

Sekolah sosialisasi lebih disengaja terjadi di sekolah. Sebagian besar
pemerintah menggunakan sejarah untuk menanamkan anak-anak dengan
kebanggaan dan patriotisme. Banyak negara Afrika mencoba menyatukan suku
mereka. Biasanya dengan berbagai bahasa dan sejarah, dengan mengajar dalam
bahasa Prancis atau Inggris tentang masa lalu mitos ketika mereka adalah bangsa
geat dan bersatu. Ini sering tidak berfungsi, seperti yang terlihat baru-baru ini di
congo (sebelumnya zaire). Negara-negara komunis juga menggunakan sekolah
untuk menanamkan dukungan bagi rezim. Seperti yang kita lihat pada tahun 1989,
upaya ini gagal; keluarga dan gereja mengesampingkan upaya sekolah untuk
membuat Eropa timur menjadi komunis yang beriman. Sekolah A.S. melakukan
pekerjaan yang brilian untuk mengubah imigran dari banyak negeri menjadi satu
negara, sesuatu yang menurut para pengkritik pendidikan billingual harus
dikembalikan.

c. Rekan kelompok (The Group)

Rekan kelompok teman dan teman bermain juga dari nilai-nilai politik.
Sebagai contoh, anak-anak kelas pekerja di jamaica yang pergi ke shcool dengan
anak-anak dari kelas sosial yang lebih tinggi cenderung mengambil sikap politik
kelas-kelas itu, tetapi ketika mereka bersekolah dengan teman-teman kelas
pekerja, sikap mereka tidak berubah. Kekuatan relatif pengaruh kelompok sebaya

tampaknya tumbuh. Dengan kedua orang tua yang bekerja, clidren mungkin



15

disosialisasikan lebih banyak oleh teman sebaya daripada oleh keluarga.
Pendukung nilai-nilai keluarga melihat ini sebagai penyebab mendasar dari
penyalahgunaan narkoba dan kekerasan pada masa muda.

d. Media Massa (The Media Massa)

Media massa yang mendapat pengaruh adalah media massa, terutama
televisi. Banyak yang khawatir pengaruhnya negatif. llmuwan politik Harvard
robert putnam berpendapat bahwa menonton TV yang berat membuat orang pasif
dan tidak tertarik pada komunitas atau aktivitas kelompok. Sebagai clidren
Amerika menonton ribuan jam televisi (plug in babysitter) setahun, mereka
menyaksikan banyak sekali kejahatan dan pembunuhan. Beberapa kritik menuduh
ini cenderung membuat mereka tidak berperasaan dan kejam, tetapi ini belum
terbukti. TV mencapai anak-anak lebih awal, bahkan 3 tahun dapat mengenali
presiden di televisi dan memahami bahwa dia adalah semacam bos bangsa.
Senator dan anggota kongres menerima liputan TV yang kurang dan kurang
hormat, sebuah pandangan yang mungkin dimiliki anak-anak seumur hidupnya.

e. Pemerintah (The Government)

Pemerintah sendiri adalah agen sosialisasi, terutama jika memberikan
peningkatan standar hidup. Banyak kegiatan pemerintah dimaksudkan untuk
menjelaskan atau menampilkan pemerintah kepada publik, selalu dirancang untuk
membangun dukungan dan loyalitas. Spektakuler, seperti Olimpiade Beijing
2008, memiliki efek penguatan, seperti halnya parade dengan bendera dan
serdadu, dan proklamasi para pemimpin puncak. Akan tetapi, kekuatan

pemerintah untuk mengendalikan sikap politik terbatas, karena pijatan dan
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pengalaman menjangkau individu melalui percakapan dengan kelompok kerabat
atau pemirsa utama, yang memusatkan perhatian mereka pada pijatan. Kelompok
yang terasing mungkin mensosialisasikan anak-anak mereka untuk tidak

menyukai pemerintah dan mengabaikan pijatannya.

2.2. Strategi Politik Perempuan Menuju Parlemen

Ada bebrapa tantangan perempuan yang masuk dalam parlemen. Pertama,
konsep jalur akan diperiksa. kedua, dimensi berbeda yang berperan dalam akses
perempuan ke parlemen akan dideskripsikan untuk memberikan pemahaman yang
lebih baik tentang berbagai hambatan dan faktor pemungkin yang dihadapi
anggota parlemen perempuan dalam jalurnya menuju parlemen®”.

Cornwall memperkenalkan metafora jalur, sebagai cara untuk menangkap
lebih dari jalan raya. Dia menggambarkan jalur sebagai membangkitkan "jalan
setapak yang dibuat oleh orang secara individu dan secara kolektif menapaki rute
melalui vegetasi”. Metafora suatu jalur menangkap baik arti rute maupun sesuatu
dari pengalaman perjalanan itu sendiri. Fokus dalam tesis ini adalah perjalanan,
untuk mencari tahu tentang pengalaman wanita sebagai pelancong dan untuk
belajar, untuk lebih memperhatikan pengalaman wanita dalam perjalanan di
sepanjang jalur akses yang beragam dan apa yang mendukung atau menghambat

mereka saat mereka melakukan perjalanan diparlemen’®,

Y\ ivia Berg.Women’s Pathways into Parliament: The Case of Indonesia. Megister sains
Universitas Lund dalam Pengembangan dan Manajemen Internasional. 2015. HIm. 1

8Cornwall. Women's Pathways into Parliament: The Case of Indonesia. Megister sains
Universitas Lund dalam Pengembangan dan Manajemen Internasional. 2014. HIm. 7
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Ada sejumlah faktor yang memengaruhi akses perempuan ke kehidupan
politik dan dalam karyanya tentang akses perempuan ke politik, Tremblay
mengelompokkan ini ke dalam tiga kategori besar: budaya, sosial ekonomi dan
politik. Beberapa faktor Rai sama dengan Tremblay, seperti partisipasi dalam
partai politik dll. Tetapi Rai menambahkan faktor yang lebih spesifik, tetapi masih
penting, untuk masalah ini, jaringan keluarga dan partisipasi dalam gerakan sosial.
yang ditemukan hilang dalam analisis Tremblay tentang akses perempuan ke
politik, tetapi dianggap penting ketika membahas hambatan dan pemungkin
perempuan dalam jalur mereka menuju parlemen. Oleh karena itu, kedua penulis
ini dibaca bersama, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif
tentang akses perempuan ke parlemen di negara-negara berkembang. Terdapat
bebarapa jalur untuk mengakses perempuan ke parlemen®®.

a. Faktor Budaya

Kategori faktor budaya yang dibahas oleh Tremblay mengacu pada "nilai,
standar, kepercayaan, dan sikap yang menopang masyarakat dan lembaga-
lembaganya dan yang menggerakkan cara-cara populasi, berbicara, dan
melakukan kehidupan”. Faktor budaya utama yang menentukan proporsi
perempuan di parlemen yang diidentifikasi oleh Tremblay adalah agama,
pendidikan, dan pandangan tentang peran sosial berbasis gender. Menurut
Tremblay penelitian lain menunjukkan bahwa budaya, terutama "konsepsi"
kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, memiliki lebih banyak pengaruh

daripada sistem pemungutan suara dalam akses perempuan ke politik dan proporsi

SShirin Rai. Women’s Pathways into Parliament: The Case of Indonesia. Megister sains
Universitas Lund dalam Pengembangan dan Manajemen Internasional. 2015. HIm. 20
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perempuan di parlemen. Pentingnya budaya dapat dijelaskan oleh fakta bahwa
faktor ini tumpang tindih dengan faktor sosial ekonomi dan politik.
b. Faktor Sosial-Ekonomi

Faktor sosial ekonomi mempengaruhi akses perempuan ke politik
sebagaimana mereka, menurut Tremblay, “membentuk kondisi yang mengarahkan
perempuan untuk membayangkan karier dalam politik”. Variabel yang
dipertimbangkan dalam kategori ini meliputi tipe masyarakat seperti apa
(pertanian, industri atau pasca-industri), Indeks Pembangunan Manusia, tingkat
kelahiran, proporsi perempuan di pasar tenaga kerja, tingkat urbanisasi, GNP,
rasio pendapatan perempuan/laki-laki, pengeluaran publik untuk pendidikan dan
kesehatan. Menurut Tremblay, perbaikan dalam kondisi ini harus mendukung
peningkatan kehadiran perempuan di parlemen karena penelitian telah
menunjukkan bahwa jumlah perempuan di parlemen dipengaruhi secara positif
oleh faktor sosial ekonomi, seperti partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja ,
peringkat tinggi pada Indeks Pembangunan Manusia, masyarakat pasca-industri
dan jika negara adalah negara kesejahteraan maju®.

c. Faktor Politik

Kategori ini adalah yang paling banyak diteliti dari dimensi dan faktor
politik dipandang sebagai membentuk tuntutan untuk kandidat, mempengaruhi
seleksi dan kandidat pemilu. Tremblay membagi ini menjadi dua dimensi: hak
politik untuk perempuan dan rezim politik. Hak-hak politik sebagian besar

langsung. Menurut Tremblay Dimensi ini mengacu pada kewarganegaraan politik

2Manon Tremblay. Women’s Pathways into Parliament: The Case of Indonesia. Megister
sains Universitas Lund dalam Pengembangan dan Manajemen Internasional. 2015. HIm. 21-25
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perempuan dan terutama diukur pada tahun perempuan memperoleh hak untuk
memilih dalam pemilihan legislatif nasional.

Menurut Tremblay tentang Rezim politik lebih kompleks daripada hak-hak
politik, dan mengacu pada aspek-aspek seperti struktur negara (kesatuan atau
federal), struktur parlemen (uni atau bikameral, jumlah kursi, panjang maksimum
legislatif), sifat karir legislatif (tingkat pergantian anggota parlemen), sistem
partai (jumlah partai yang bertarung dalam pemilihan, jumlah partai parlementer
yang efektif, ideologi partai-partai yang membentuk pemerintahan, bagaimana
kandidat dipilih dan sebagainya). dan sistem pemilihan itu sendiri (jenis sistem
pemungutan suara, besarnya distrik, sifat daftar: tertutup, terbuka atau fleksibel)
yang dapat dikategorikan sebagai faktor legislatif.

Bagaimana hal ini mengganggu akses perempuan ke politik berbeda,
misalnya tingkat turnover anggota parlemen yang rendah menjadi penghalang
bagi perempuan, banyak pihak dalam pencalonan menawarkan lebih banyak
peluang bagi perempuan, partai yang condong ke kiri dan tengah menawarkan
kemungkinan yang lebih baik bagi perempuan untuk dapatkan kursi di parlemen
daripada partai yang condong ke kanan, terlebih lagi jika partai yang diposisikan
di kiri atau tengah membentuk pemerintahan.

Menurut Tremblay ketika datang ke sistem pemilihan, parlemen yang
dipilih oleh perwakilan proporsional menunjukkan persentase perempuan yang
lebih tinggi daripada sistem lainnya. Sistem pemilih juga merupakan faktor di
sini, misalnya proporsionalitas suara/kursi tinggi mendorong tingkat pergantian

anggota parlemen yang tinggi, yang pada gilirannya, meningkatkan peluang
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perempuan untuk didaftarkan dalam posisi yang memenuhi syarat. Demikian pula,
ambang batas representasi yang ditetapkan relatif tinggi mengurangi jumlah partai
di mana kursi di parlemen dibagi, masing-masing pihak dengan demikian
memperoleh lebih banyak kursi dan karenanya dapat menetapkan beberapa untuk
perempuan, apakah untuk menyeimbangkan perwakilannya atau karena jumlah
kursi yang akan diisi mencapai lebih jauh ke bawah daftar di mana kandidat
perempuan sering ditempatkan. Namun, hal sebaliknya juga dapat diperdebatkan,
karena ambang batas representasi yang tinggi merupakan hambatan bagi partai
kecil, di mana perempuan sering menjadi kandidat. Ukuran daerah pemilihan juga
penting, karena semakin banyak kursi di setiap daerah pemilihan, semakin tinggi
peluang perempuan mendapatkan kursi parlemen.

Partai-partai juga berada di bawah kategori ini, dan Tremblay berpendapat
bahwa partai-partai adalah "tuan sejati perwakilan parlemen perempuan”, karena
partai mengendalikan proses seleksi para kandidat. Daftar tertutup memberi partai
hampir kendali penuh atas komposisi parlemen, sebagai lawan dari daftar terbuka
di mana pemilih juga berperan dalam pemilihan dan pemilihan. Rai juga
membahas peran partai, dan berpendapat bahwa aktif dalam politik partai lokal
adalah rute penting ke parlemen nasional.

Faktor lain yang dapat dikategorikan dalam faktor legislatif adalah sistem
kuota. Ini adalah tren yang telah memacu seluruh dunia dalam beberapa tahun
terakhir dan banyak diperdebatkan. Di satu sudut, sistem kuota dipandang sebagai
"Jalur cepat" menuju kesetaraan gender, cara untuk mencapai jumlah perempuan

yang lebih banyak di parlemen yang akan mengarah pada masyarakat yang lebih
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demokratis dan mempromosikan kepentingan perempuan. Kuota tidak dilihat
sebagai diskriminasi terhadap laki-laki, tetapi sebagai kompensasi atas hambatan
aktual yang mencegah perempuan mengakses politik. Di sudut lain, kuota dikritik
sebagai solusi buatan bagi perempuan yang kurang terwakili dalam politik, sistem
yang tidak demokratis yang menghilangkan pilihan bebas siapa yang harus
menjalankan negara, ada juga kekhawatiran tentang membawa perempuan tanpa
keterampilan yang layak ke parlemen dan Anggota parlemen dipilih berdasarkan
gender daripada kualifikasi. Rai menemukan bahwa beberapa anggota parlemen
perempuan takut bahwa anggota parlemen laki-laki akan menganggap kurang dari
mereka sebagai "kandidat kuota" dan karenanya mempertanyakan kemampuan
mereka. Dia juga menemukan bahwa setiap kali anggota parlemen perempuan
mencapai kursi mereka berdasarkan prestasi, dan bukan kuota, anggota parlemen
laki-laki menerima mereka sebagai salah satu dari mereka.

Kang berpendapat bahwa kuota gender dapat menjadi cara yang baik
untuk membawa lebih banyak perempuan ke parlemen, namun efek kuota gender
ditentukan oleh faktor-faktor yang berbeda: desain kuota, lembaga nasional dan
agen aktor. Semakin tinggi ambang minimum kuota adalah, semakin besar
dampaknya pada pemilihan perempuan. Agensi aktor berperan dalam arti bahwa
aktor membangun makna yang diberikan kepada kuota sebagai reformasi yang
memenuhi atau merusak definisi persamaan, representasi, dan gender yang

berkuasa. Kang dan Tremblay juga berpendapat bahwa jika kuota gender
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berdampak langsung pada feminisasi parlemen, perlu ada kriteria. Misalnya, kuota

harus bersifat wajib dan harus ada penalti jika kuota tidak tercapai®’.

d. Jaringan Keluarga

Keluarga dapat memberikan dukungan dengan cara yang berbeda, dalam
penelitian Rai beberapa keluarga memberikan dukungan dengan menggunakan
modal politik mereka, yang lain melalui membantu dengan pekerjaan rumah
sehari-hari atau perawatan anak, atau dengan memberikan dukungan emosional.
Dia juga menyimpulkan bahwa suami memainkan peran kunci dalam mendukung
wanita, baik secara materi dan emosional, juga ibu mertua tampaknya memainkan
peran dalam mendorong dan memvalidasi karir menantu perempuan dalam politik
dengan memberikan dukungan praktis dalam menjaga wanita. rumah tangga.
Keluarga juga memainkan peran penting dalam mendukung anggota parlemen
perempuan melalui proses kampanye, pekerjaan konstituen dan ketidakhadiran di
rumah selama sesi parlemen.

Namun, dukungan dari keluarga tidak selalu mengimbangi tuntutan peran
perkawinan perempuan. Beberapa wanita harus menegosiasikan peran mereka,
harus bergabung dengan politik tanpa menantang hierarki gender. Sulit untuk
menegosiasikan tuntutan atau dukungan keluarga dan mertua. Rai menyimpulkan
bahwa ini mungkin menjadi alasan beberapa wanita memutuskan untuk tidak

menikah, karena tekanan ini.

21 Kang. Women'’s Pathways into Parliament: The Case of Indonesia. Megister sains
Universitas Lund dalam Pengembangan dan Manajemen Internasional. 2015. HIm. 23
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Ketika datang ke keluarga menggunakan modal politik mereka, Rai
menemukan bahwa sejumlah besar perempuan mengakses politik dengan
dukungan, dukungan dan kontak keluarga, biasanya dari ayah atau suami, dan itu
sebagai konsekuensi anggota keluarga laki-laki sering memengaruhi mereka
dalam pekerjaan mereka. Beberapa wanita juga direkrut ke pesta hanya karena
reputasi dan posisi ayah atau suami mereka. Partai-partai juga senang
mengakomodasi latar belakang keluarga ini dalam pemilihan karena asumsi
bahwa keluarga politik memiliki nilai pengakuan yang akan membantu kandidat
perempuan tampil lebih baik dalam pemilihan dan sebagai anggota parlemen.

Namun, mengakses politik tidak sama dengan mempertahankan partisipasi
itu. Perempuan dari keluarga politik mendapat dukungan lebih baik begitu mereka
terpilih. Keluarga dibedakan secara sosial dan memiliki sumber daya berbeda
yang mereka gunakan dalam mendukung anggota perempuan mereka. Latar
belakang elit bisa menjadi penting untuk dipilih, sementara bagi yang lain status
tertentu, yang telah memesan kursi, memungkinkan mereka untuk mengakses
parlemen dan untuk kelompok ketiga itu adalah layanan panjang mereka kepada
partai.

e. Partisipasi dalam Gerakan Sosial
Partisipasi menurut Rai dalam gerakan sosial juga merupakan rute penting
ke parlemen. Gerakan sosial dapat menyediakan forum untuk membangun
keterampilan politik dan menarik perhatian partai politik melalui kinerja
partisipatif. Rai menemukan bahwa kelas dan pendidikan tinggi telah

memungkinkan beberapa wanita untuk berpartisipasi dalam gerakan mahasiswa,
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dan kemudian gerakan politik partai. Di dalam gerakan-gerakan ini mereka
mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang penting bagi
anggota parlemen, seperti mengadakan pidato, berdebat dll. Yang telah membuat
mereka menjanjikan anggota parlemen untuk partai-partai.

Beberapa jalur yang mengakses perempuan ke parlemen diatas
menjelaskan tentang faktor budaya, faktor sosial ekonomi, faktor politik, jaringan

keluarga, dan partisipasi dalam gerakan sosial.

2.3. Politik Uang, Politik Identitas dan Preferensi Pemilih.

Dilihat dari sudut pandang pemilih, dalam memilih sebuah partai politik
maupun kontestan, pemilih memiliki perilaku dalam mengambil keputusan untuk
menentukan pilihannya. Menurut Firmanzah pemilih pada kenyataannya
merupakan dimensi yang sangat kompleks. Terkadang perilaku pemilih rasional
dan terkadang menjadi non-rasional saat menentukan keputusannya. Perilaku
seperti ini menjadikan pemilih memiliki karakter yang berbeda pada setiap
pemilihan®®. Firmanzah memetakan tipologi pemilih ke dalam empat kolom,

yaitu:

1. Pemilih Rasional.
Punya ciri khas tidak begitu mementingkan ideologi suatu partai atau
seorang kontestan. Faktor seperti paham, asalusul, nilai tradisional, budaya,
agama, dan psikografis menjadi pertimbangan, tetapi bukan hal yang signifikan.

Hal terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa (dan yang telah)

22 Firmanzah, Marketing Politik, Diponegoro. 2013. HIm. 180.
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dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan, dari pada paham dan nilai

partai atau kontestan.

Politik identitas adalah politik yang didasari atas kesamaan beranekaragam
bentuk sosial dalam masyarakat. politik identitas ini dimanfaatkan untuk
mendulang suara-suara dalam pemilihan demokrasi di berbagai belahan dunia.
Menurut Abdillah politik identitas adalah yang dasar utama kajiannya dilakukan
untuk merangkul kesamaan atas dasar persamaan-persamaan tertentu, baik
persamaan agama, etnis, dan juga persamaan dalam jenis kelamin. Salah satu
contohnya Seperti politik identitas gender jenis kelamin dan gender pada saat ini
menvul sebagai salah satu politik identitas, misalnya adalah adanya kuota khusus
yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada para wanita
berkarir dunia politik. dimana kaum perempuan yang selama ini merasa
terpinggirkan pada akhirnya bisa bersatu untuk memberikan dukungan dan

mengutus keterwakilan perempuan dalam dunia politik

2. Pemilih Skeptis
Pemilih skeptis adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi
cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan. Keinginan
untuk terlibat dalam sebuah partai politik sangat kurang, karena ikatan ideologis
mereka memang rendah sekali. Pemilih jenis ini juga kurang memedulikan

program Kerja atau ‘platform’ dan kebijakan sebuah partai politik. Dalam aspek
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tertentu, pemilih jenis ini lebih menonjolkan sikap pragmatisme, misalnya karena

politik uang?.

Politik uang, Aspina dan stefter menyebutnya dengan fenomena patronase.
Merujuk pada stefter, kami mendefinisikan patronase sebagai sebuah pembagian
keuntungan diantara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual
kepada pemilih, para pekerja atau pengiat kampanye, dalam rangka mendapatkan
dukungan politik dari mereka.?*

Lebih jauh, kami mengelaborasi perbedaan antara patronase dan
klientelisme sebagai berikut. Patronase merujuk pada materi dan keuntungan lain
yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Untuk
menyalurkan Goods memerlukan jaringan Klientelisme merujuk pada karakter
relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung. Klientelisme merupakan relasi
kekuasaan yang personalistik dan keuntungan material dipertukarkan dengan
dukungan politik?. Berikut model patronase yang di praktikkan, yaitu sebagai
berikut:

1. Pembelian suara (vote buying). Pembelian suara di maknai sebagai distribusi
pembayaran uang tunai/ barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis

beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit

2 Hariani, Model Kampanye Pilkada Atasi Politik Uang Dan Sikaf Peminis Pemilih.
(Telaah Teroris Dan Konsep Implementasinya). Universitas Diponegoro. Vol. 6. No. 2. 2015-
2016. HIm. 181.

2% Edward Aspina& Mada Sukmajati, ¢ Politik Uang Indonesia: Patronase Dan Klientelisme
Pada Pemilu Legislatif 20147, 2015 Hlm.3

% Hutcheroft, “Politik Uang Indonesia: Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif
20147, 2014. Him. 177.
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bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si

pemberi.?

Untuk mendistribusikan goods tersebut maka terdapat tiga bentuk dasar
dari jaringan broker suara yang digunakan di Indonesia yaitu:

1. Tim sukses. Ini merupakan bentuk dari jaringan suara yang paling umum
digunakan oleh kandidat suara yang paling umum digunakan oleh kandidat.
Tim sukses sering kali disebut dengan tim kemenangan, tim keluarga dan tim
relawan. Tim-tim ini juga beragam dalam hal ukurannya. Mereka yang
membantu para kandidat kaya untuk DPR pusat bisa memiliki ribuan anggota.
Namun, tim sukses dari kandidat miskin untuk DPRD biasanya hanya terdiri
dari beberapa anggota saja. Tim sukses biasanya bersifat personal dan
berfungsi mempromosikan kampanye bagi kandidat secara individual,
meskipun tidak jarang tim sukses juga bekerja untuk beberapa kandidat dalam
bentuk kampanye tandem?®’.

2. Mesin-mesin jaringan sosial. Selain menggunakan tim sukses yang
terorganisir berdasarkan teritori, para kandidat juga sering mendapatkan
dukungan dari para tokoh masyarakat yang berpengaruh. Para tokoh
masyarakat ini seringkali memiliki jabatan formal dalam sebuah institusi
pemerintah, misalnya, dalam unit-unit pemerintah terendah seperti kepala
daerah, kepala dukuh, RT atau RW, atau pemimpin dari asosiasi-asosiasi

formal. Misalnya, kelompok keagamaan, organisasi etnis, dan klub-klub olah

% Edward Aspina & Mada Sukmajati, “ Politik Uang Indonesia: Patronase dan
Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014 ”, 2015 Him. 24
#"Ibid.HIm. 35
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raga. Para tokoh masyarakat juga bisa berasal dari para tokoh informal,
misalnya, tokoh-tokoh keagamaan, para ketua desa, ketua-ketua kekerabatan,
pemimpin adat, atau orang biasa yang dianggap penting oleh komunitasnya.
Dengan memanfaatkan para tokoh ini, kandidat berharap mereka dapat

mendorong para pengikutnya untuk mendukung kandidat tersebut.?®

B1hid. HIm.38
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METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.® menjelaskan bahwa
“penelitian  kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk
mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap,
kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.
Dijelaskan pula bahwa Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu
pertama, menggambarkan dan mengungkap (to describe and explore) dan kedua
menggambarkan dan menjelaskan (to describe and expalin).
3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bermanfaat untuk membatasi daerah yang akan diteliti.
Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan Penelitian di Kota Subulussalam.
Peneliti ini akan mencari dan melengkapi data dan informasi yang di butuhkan
untuk menyusun penelitian ini. Karena di DPRA hasil pemilu 2019 terdapat 2
orang perempuan yang memperoleh kursi. Kader perempuan tersebut berasal dari
Subulussalam. Perempuan memiliki sudut pandang gender, dan tentunya ini
menjadi sebuah acuan untuk di teliti. Oleh karena itu saya sebagai peneliti ingin
mengkhususkan  untuk  penelitian  dikota  Subulussalam agar dapat

merasionalisasikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2Usfinit, Yusuf. Perspektif Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) Kota Malang.JISIP.Universitas Tribhuwana Tunggadewi.Vol 3 No. 1. 2014. Him 29

29
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3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk melakukan
kegiatan pengumpulan data dengan menggunakan teknik tertentu®. Pada
penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang
diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Seperti yang dijelaskan oleh
Husaini dan Purnomo bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil
observasi, dokumentasi, dan wawancara.
3.1.1 Observasi
Metode pengumpulan data dengan teknik observasi merupakan metode
pengumpulan data yang dimana peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan
yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti®.
3.1.2 Wawancara
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara langsung dengan
informan secara mendalam (indepth interview). Peneliti memilih melakukan
wawancara mendalam bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks,
yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi*’. Dimana
peneliti ingin mewawancarai dua kandidat caleg perempuan (Hj. Sartina NA S.E
M.Si dan Hj. Asmidar,S.Pd), dua orang timses, satu orang pengurus partai
GOLKAR, satu orang pengurus Partai PA (Partai Aceh), dan 3 (tiga) orang

masyarakat.

*Usman, Husaini dan Purnomo Setiady. (2008).Metodologi Penelitian Sosial.Jakarta: Bumi
Aksara. 2008

*!bid.

2Basuki,Sulistyo. (2006). Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. 2006. HIm
173
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3.1.3 Dokumentasi
Dalam penelitian ini dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data
dari hasil wawancara. Pertimbangan peneliti menggunakan teknik dokumentasi
adalah karena dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, menunjukkan
suatu fakta yang telah berlangsung dan mudah didapatkan. Peneliti akan
mengambil foto-foto, gambar, dan data-data untuk mendukung hasil wawancara
dan observasi®.
2.4. Kajian Kepustakaan
Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
peneliti dengan membaca media cetak, buku, koran, skripsi, dan jurnal.
Penggunaan teknik ini adalah untuk melengkapi hasil wawancara, hasil
dokumentasi, dan hasil observasi untuk menyempurnakan hasil penelitian.
3.5. Teknik Analisis Data
Untuk semua data yang dibutuhkan agar terkumpul dilakukan analisis data
yang bersifat kualitatif. Setelah data terkumpul, maka proses analisis data dimulai
dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Analisis data
diperoleh dari hasil wawancara serta didukung dari sumber dokumentasi yang

relevan yang kemudian disajikan dalam bentuk analisis model interaktif**

*Usfinit, Yusuf. Perspektif Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) Kota Malang. JISIP. Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Vol 3 No. 1. 2014. HIm 29

**Christianto Pontoh,At Al, Journal Acta Diurna, Strategi Kampanye Pemenangan Bupati
Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa,Vol. 1. 2015. HIm
190.
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PEMBAHASAN

4.1. Kota Subulussalam : Kondisi Sosial Budaya dan Terhadap Eksitensi
Perempuan Di Ranah Politik.
4.1.1.Perempuan Yang Menjadi Kepala Rumah Tangga Di Kota

Subulussalam.

Pada umumnya rumah tangga dikepalai oleh laki-laki, akan tetapi bisa
juga dikepalai oleh perempuan, terutama dengan status janda. Dalam perannya
sebagai perempuan kepala keluarga, banyak diantara perempuan-perempuan
mampu menunjukkan keberadaannya sebagai tulang punggung keluarga yang
mampu menghidupi keluarga dan bertanggung jawab atas nafkah keluarganya.
Kenyataan yang terjadi di Kota Subulussalam banyak terdapat perempuan
sebagai kepala keluarga dengan mayoritas janda yang ditinggal suaminya
karena cerai hidup atau cerai mati sehingga menjadi tulang punggung keluarga
yang harus menafkahi keluarga akan tetapi banyak juga perempuan yang
masih memiliki suami menjadi tulang punggung keluarga dan ikut berperan
dalam mencari nafkah keluarga35. Adapun jumlah perempuan yang menjadi

kepala rumah tangga di Kota Subussalam dapat dilihat pada tabel berikut:

% Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam
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Tabel 1 : Jumlah Perempuaan yang Menjadi Kepala Rumah Tangga

No Kecamatan Jumlah
1 Simpang Kiri 659
2 Penanggalan 292
3 Rundeng 423
4 Sultan Daulat 440
5 Longkib 162
Jumlah 1.976

Sumber Data: Profil Gender Kota Subulussalam Tahun 2016

Berdasarkan data di atas, menunjukan bahwa rumah tangga yang dikepalai
oleh perempuan di Kota Subulussalam adalah 1.976 Kepala Rumah Tangga. Dari
data total tersebut perempuan yang menjadi kepala rumah tangga terbanyak
terdapat di Kecamatan Simpang Kiri dengan jumlah 659 orang, dan yang paling
sedikit terdapat di Kecamatan Longkib dengan jumlah 162 orang. Mengenai
perempuan sebagai kepala rumah tangga sudah pasti memiliki tanggung jawab
yang besar dan harus bekerja untuk menafkahi keluarga®®.

Mengenai pekerjaan perempuan kepala keluarga untuk mencari nafkah
yang banyak digeluti pada umumnya berada pada sektor informal. Sementara di
sektor formal relatif sedikit. Hal ini disebabkan karena keterbatasan produktivitas
yang dimiliki dan rendahnya pendidikan. Sensus nasional yang masuk dalam
sektor formal adalah mereka yang bekerja dengan status usaha sebagai buruh atau
karyawan dengan memiliki jumlah jam kerja tetap, ada upah dan gaji yang jelas,

serta ada keterikatan dan aturan yang harus dipatuhi dalam bekerja. Sedangkan

1bid.
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sektor informal adalah mereka yang bekerja dengan status selain sebagai buruh
atau karyawan dengan memiliki jumlah jam kerja tetap, ada upah dan gaji yang
jelas, serta tidak ada keterikatan tertentu untuk memasuki suatu usaha tidak ada

ikatan dan mudah ganti kerja®’.

4.1.2. Latar Belakang Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin.

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu kabupaten
adalah tersedianya cukup sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
Peningkatan SDM sekarang ini lebih difokuskan pada pemberian kesempatan
seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengecap pendidikan, terutama penduduk
kelompok usia sekolah (umur 7-24 tahun).Sehubungan dengan itu pemerintah
selalu berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan diseluruh
Indonesia untuk berbagai tingkat pendidikan® Berikut tabel tingkat pendidikan
berdasarkan jenis kelamin di Kota Subulussalam :

Tabel 2: Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kota
Subulussalam 2017

Level pendidikan Laki-laki perempuan Jumlah
SD 6016 5483 11499
Ml 490 464 954
SMP 2171 2146 4317
MTSN 832 762 1594
SMA 1202 1611 2813
SMK 774 583 1357
¥Ibid.

% Badan Pusat Statistik Kota, Subulussalam Dalam Angka 2017.
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MA 344 335 679
TOTAL 11.829 11.384 23,213
Presentasi : 51% 49%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Subulussalam, Kementerian Agama Kota Subulussalam dan
http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/

Angka masyarakat yang mengenyam pendidikan di Kota Subulussalam
terlihat lebih tinggi laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Walaupun terlihat
bahwa perempuan yang mengenyam pendidikan sudah meningkat ini menjadi hal
yang potensial untuk melandasi relasi gender di Subulussalam. Karena pendidikan
bagian awal untuk perempuan mengakses informasi dan dibuka ruang memilih

eksistensi®.

4.1.3.Kelompok dan Luas Lapangan Kerja
Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 26,759 orang yang berkerja pada
tahun 2014. terdiri dari laki-lai 88,80 dan perempuan 40,49 sedangkan tingkat
pengangguran terdapat 7,81 laki-laki dan 9,85 perempuan. Jika dibandingkan
jumlah pekerja laki-laki dan perempuan maka terlihat lebih banyak laki-laki yang
bekerja. Berikut tabel lapangan kerja berdasarkan jenis kelamin di Kota

Subulussalam.

¥Badan Pusat Statistik Kota, Subulussalam Dalam Angka 2017
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Tabel 3 : Lapangan Perkerjaan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kegiatan Laki- | Perempuan | Jumlah Persen (%)

utama laki LK PR
Angkatan kerja | 18.657 10.605 29.262 63,75 27,01

Bekerja 17.199 9.560 26.759 64,27 35,72
Pengangguran 1.458 1.045 2.503 58,25 41,74

Bukan 3.343 11.261 14.604 22,89 77,10
angkatan kerja

Tingkat 88,80 48,49 66,71 - -
partisipasi kerja

Tingkat 7,81 9,85 8,55 - -
penganguuran

Sumber : Sakernas (Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam)

Melihat tabel tersebut, perempuan yang terlibat dalam politik kerja cukup
kecil di bandingkan dengan laki-laki. Padahal tingkat pendapatan adalah salah

satu faktor yang dapat mendukung rasionalitas politik.

4.1.4. Latar Belakang Ekonomi
Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan
komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan
berlangsungnya proses demografi. Pada tahun 2014, di kota Subulussalam
terdapat 26.759 yang berkerja. Bagian dari kegiatan kerja yang aktif dalam
ekonomi di sebut angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK),

merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100
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penduduk yang berkerja (15+) TPAK kota Subulussalam tahun 2014 66,71%%.

Berikut tabel ekonomi berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 4 : Ekonomi Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tahun 2017:

Lapangan Kerja Laki-laki Perempuan Jumlah
Pertanian 9204 1897 11101
Industri 3250 215 3465
Jasa-jasa 7053 6155 13208
2017 19507 8267 27774

Sumber : Sakernas (Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam)

Berdasarkan tabel di atas, perempuan paling banya berkerja disektor jasa-
jasa. Sektor jasa-jasa 6155 sehingga mempengaruhi sektor lainnya. pendidikan
dan ekonomi sangat mempengaruhi bagaimana partisipasi dan desistensi

perempuan diranah politik.

4.1.5.Media Massa Sebagai Wacana Untuk Memperluas Informasi.

Media massa memiliki peran besar dalam mengembangkan dan
menyebarluaskan wacana dan peristiwa internasional. Isu wacana dan peristiwa
yang berkembang atau terjadi disebuah negara dengan cepat akan tersebar ke
negara-negara lain berkat pemberitaan media massa. Dari media massa juga akan
menjadi populer di masyarakat*. Berikut Wawancara dengan responden :

“Media massa yang saya akses seperti Film, berita yang saya sukai terkait
politik TV ILC karena pembicaraannya terkait masalah politik, dan Secara umum

*0 Badan Pusat Statistik Kota, Subulussalam Dalam Angka 2017
" Machya Astuti Dewi, “Media Massa Dan Penyebaran Isu Perempuan”.Yogyakarta.
Vol 7. No 3. 2009. HIm. 2-3.
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media42bersikap netral dan independen, baik itu tentang perempuan maupun
politik™. ”

“Media massa yang saya akses seperti televisi: ILC,MATA NAJWA, media
berita: Harian Waspada, Serambi dan Media Aceh, dan cukup bagus, sangat
membantu saya dalam pengetahuan dan perkembangan di semua lini, akhir-akhir
ini cukup memuaskan saya, tidak sedikit para elit politik sudah mulai
membincangkan tentang peran penting perempuan dalam dunia politik*.

Berdasarkan hasil wawacara di atas kedua responden mengakses media
massa sangat kuat seperti film dan televisi, selain mengakses media massa
keduanya juga menyukai media massa seperti ILC yang membicarakan tentang

politik, dan cari media massa dapat menambah pemberitahuan responden tentang

politik.

4.1.6.Eksekutif di Jabatan Publik dan Pemerintahan

Pemilihan umum (Pemilu) adalah suatu proses dimana para pemilih
memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-
jabatan politik beranekaragam mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagaai
tingkat pemerintahan samapai kepala desa. Sistem pemilu digunakan di Indonesia
adalah asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil. Seperti

yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 22E ayat (2) yang berbunyi:

*\Wawancara Sartina (Kandidat Partai Golkar) Di Kota Subulussalam Pada Tanggal 13
September 2019 .

*Wawancara Asmidar (Kandidat Partai Aceh ) Di Kota Subulussalam Pada Tanggal 13
September 2019.
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“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden
dan Wakil Presiden, dan DPRD”.*

Partisipasi pemilih di Kota Subulussalam juga berdasarkan Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 22E ayat (2) di atas, dimana masyarakat
memilih anggota dewan seperti Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan
DPRD untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Pemilih berpartisispasi layaknya
seorang pemilih.

Terpilihnya anggota legislatif perempuan di Kota Subulussalam dari tahun
2004-2019 menjadi hal yang istimewa bagi perempuan kota Subulussalam karena
keterwakilan perempuan di Kota ini menjadi terpenuhi karena adanya
kepemimpinan perempuan, perempuan mampu mengubah dan membangun kota
Subulussalam menjadi yang lebih baik lagi. Berikut legislatif perempuan yang
terpilih di DPRK Kota Subulussalam pada tahun 2004,2009, dan 2014.

Tabel 5 : Anggota Legislatif Perempuan Di DPRK Subulussalam Pada

Tahun 2004-2014.

No Tahun Nama Kandidat
1 2004 1. Hj. Mariani Harahap
2 2009 1. Pianti Mala
2. Erlinawati Munthe
3 2014 1. Hj. Mariani Harahap
2. Salehati

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat nama kandidat legislatif

perempuan pada tahun 2004-2019 yang pernah menjadi seorang pemimpin.

* Elwy soehandry. S. “Partisipasi pemilih pada pemilihan umum di kecamatan tebing
tinggi kabupaten kepulauan meranti tahun 2010-2075”. Vol 4, no 1. 2017 him. 2
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Adanya kepemimpinan seorang perempuan di kota Subulussalam akan menjadi
suatu kebanggaan bagi kaum wanita karena hak mereka sebagai perempuan sudah

terpenuhi di Kota Subulussalam.

4.1.7.Pemilu 2019 dan Pemetaan Keterwakilan Perempuan Di Dapil 9
Untuk DPRA.

Pada pemilu 2019 untuk level DPRA pada dapil 9 terdapat 9 orang politisi
yang berhasil memperoleh kursi di DPRA, 7 orang laki-laki dan 2 diantaranya
merupakan perempuan, kedua perempuan tersebut berasal dari Kota
Subulussalam. dari ke 9 orang tersebut tergolong dalam 4 kabupaten yaitu: Aceh
Selatan ada 4 orangyaitu: (Teuku Sama Indra (Demokrat) (22.556), Safrizal
(PNA) (10.374), H Attarmizi Hamid (PPP) (6.335), dan Hendri Yono (PKPI)
(11.534) ),Subulussalam ada 3 orang yaitu : (Hj Asmidar (PA) (15.637), Hj
Sartina NA (Golkar) (14.204), dan Syarifuddin (PKB) (7.435) ),1 orang dari
Abdiya yaitu : (Safaruddin (Gerindra) (9.159) ).dan 1 orang dari Banda Aceh
yaitu : (Irfanusir (PAN) (6.643) ).

Dari 81 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) parlemen
perempuan hanya 8 orang, menurun dibandingkan periode sebelumnya sebanyak
12 orang. Begitu juga mayoritas anggota dewan sekarang didominasi oleh wajah
baru. Pengucapan sumpah anggota parlemen dipimpin oleh PIt Gubernur Aceh,
Nova Iriansyah. Acara pengucapan sumpah itu sendiri, merupakan puncak dari
seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilu sebagai sarana demokrasi."Pemilu

dimaksudkan untuk merepresentasikan kedaulatan rakyat dalam tatanan


https://www.tagar.id/tag/pkpi
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Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila,"”
pemilu juga memiliki nilai yang substantif, yaitu sebagai satu-satunya instrumen
yang konstitusional di dalam manajemen suksesi kekuasaan, yang dilaksanakan
setiap 5 (lima) tahun sekali.Berikut pemetaan anggota DPRA perempuan

perkabupaten yang meraih kursi pada tahun 2019 yaitu:

JUMLAH KURSI YANG DI RAIH OLEH
PEREMPUAN MENJADI ANGGOTA

DPRA PERKABUPATEN
|
Dapil 2 (Pidie-Pidie Dapil 6 (Aceh Timur) Dapil 9 (Abdya, Aceh
Jaya) o Selatan, Subulussalam dan
1. Kartini (Gerindra) Martini (PA) (9.767) Aceh Singkil)
(8.091) 4 .
2 1 it
Ik 411 A5
(Golkar) (6-411) (14.204)
v v
Dapil 5 (Aceh Dapil 7 (Langsa-Aceh Tamiang)
Utara Lhoksmawe) 1. Nora Idah Nita (Demokrat) (19.219)
Nuraini Mayda (Golkar) (7.456) || 2. Suryani (PKS) (2.416)

Dari seluruh dapil yang ada di Aceh terdapat 8 perempuan yang mampu
meraih kursi di DPRA. Pada dapil 9 keseluruhan yang mencalonkan diri sebanyak
162 orang, 58 merupakan caleg perempuan dan 104 merupakan caleg laki-laki.
Namun yang mampu meraih kursi di DPRA terdapat hanya 9 orang, 2 perempuan

dan 7 merupakan laki-laki.


https://www.tagar.id/tag/aceh-utara
https://www.tagar.id/tag/aceh-utara
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4.2. Strategi Kampanye Kandidat Perempuan Menuju ParlemenPada
Pemilu 20109.

Berdasarkan kampanye kandidat yang digunakan kandidat perempuan
pada pemilu 2019. Masing-masing kandidat menggunakan berbagai strategi untuk
meraih kekuasaan, terdapat ada beberapa jalur dan faktor yang digunakan
kandidat perempuan sebagai strategi kampanye.

Pada pemilu 2019 untuk level DPRA, terdapat 2 orang politisi perempuan
dari Subulussalam yang berhasil memperoleh kursi, dari 9 legislatif yang terpilih
kedua perempuan tersebut yaitu Hj. Sartina dan Hj. Asmidar berikut profil Hij.
Sartina dan Hj. Asmidar.

Tabel 6 : Profil Hj. Sartina

Nama Asal Daerah | Pendidikan Profesi Suku Organisasi
Hj. Sartina | Blang pidie S-2 Sains PNS Aceh | - PKK
(Kepala - Dekronasda
Dinas - Bunda paud
Olahraga - Bergerak di
dan 10 bidang
Pariwisata) program
sebagai ketua

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa ia dapat memperoleh kuantitas
pendidikan cukup tinggi sebagai perempuan. Perempuan yang lahir pada 16
Desember 1968 ini pertama kali bergabung dalam partai politi sejak tahun 1996.
Setelah bergabung dalam partai Golkar, ia mulai ukut kontestasi maju sebagai
calon walikota subulussalm tahun 2019-2024 berpasangan dengan Dedi Anwar.

pengalamannya sebagai seorang guru dan mantan kepala Dinas Olahraga dan
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Pariwisata menjadi bekal baginya untuk turun kemasyarakat. Pengalaman yang

dimulai dari jenjang guru honorer (PNS).

Suami beliau bernama H. Merah Sakti merupakan mantan walikota

Subulussalam selama 2 periode. Selain mantan walikota, H. Merah Sakti juga

mempunyai jabatan ketua DPW Partai Golkar Subulussalam. Sehingga peluang

Hj. Sartina dapat peran di dapil tersebut lebih besar. Kemudian marga Kombih

yang dimiliki oleh H. Merah Sakti juga menjadi modal sosial bagi Hj. Sartina

untuk mendulang suara. Dari penjelasan di atas, berikut pemetaan sumberdaya

yang dimiliki oleh Hj. Sartina :

STRATEGI

Hi. Sartina NA S.E M.Si (GOLKAR)

v v 1
Modal sosial Modal Ekonomi Modal Politik
Suami adalah
—»| Pendidikan S-2 Pengusaha
ketua DPW
Istri mantan Golkar
i . Subulussalam
walikota
—»| Marga kombih

Setelah Hj. Sartina politisi perempuan lain yang memperoleh kursi adalah

Hj. Asmidar. Berikut profil Hj. Asmidar.
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Tabel 7 : Profil Hj. Asmidar

Nama Asal Daerah | Pendidikan | Profesi | Suku Organisasi
Hj. Asmidar Tapteng S-1 Swasta | Batak - Putro Aceh
(Tapanuli Pendidikan - Bergerak di bidang
Tengah) keterwakilan
perempuan berperan
sebagai ketua.

Tabel tersebut menjelaskan bahwa tingkat pendidikan yang ditempuh oleh
Hj. Asmidar juga cukup tinggi. Pendidikan tersebut dilihat dari rata-rata tingkat
pendidikan perempuan di Subulussalam mayoritas mencapai pendidikan SMA
minoritas sarjana. la mulai terjun kepolitik sudah lama namun baru aktif sejak
2017 dan bergabung dengan Partai Aceh. Hj. Asmidar mulai ikut serta menjadi
kontestan politik pada pemilihan DPRA pada tahun 2019-2024. Sebelum terjun
kepolitik, beliau memiliki profesi di ranah swasta tepatnya seorang guru. Suami
beliau bernama H. Sudirman Munthe memiliki profesi Ketua Umum DPW Partai
Aceh (PA).

Perempuan kelahiran 30 Mei 1967 ini biasa di panggil lbu Abadi
(perempuan ini di panggil ibu Abadi berdasarkan kedermawanan sang suami yang
memiliki kekayaan salah satunya Hotel yang diberi Makmur Abadi oleh karena
itu sering di sebut ibu Abadi dan bapak Abadi) ia juga kerap disapa dengan
panggilan bara dodos (karena memiliki partai yang berwarna merah dan kebetulan
di Subulussalam banyak lahan sawit, sawit kalau sudah merah sudah bisa didodos.
Bara (merah) dodos (dipilih) ). Dari penjelasan di atas, berikut pemetaan

sumberdaya yang dimiliki oleh Hj. Asmidar :
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STRATEGI

Hi. Asmidar (Partai Aceh)
|

v v v
Modal Sosial Modal Ekonomi Modal Politik
+» Pendidikan S-1 Pengusaha Suami adalah
—| ketua DPW PA
L,| Istri Seorang Subulussalam
Darmawan
|yl Abadi (Sapaan
sebagai orang
darwawan)

Melihat modal yang digunakan oleh kedua kandidiat, maka dijadikan dasar
untuk melihat cara perempuan masuk ke parlemen. Terdapat beberapa cara

mereka untuk masuk ke parlemen diantaranya:

4.2.1.Faktor Budaya Sebagai Modal Kampanye Kandidat Perempuan.
Sejak masa lampau, budayamasyarakat di dunia telah menempatkan laki-
lakipada hierarki teratas, sedangkanperempuan menjadi kelas nomor dua. Patriarki
masih berlangsung hingga saat ini, di tengah berbagai gerakan feminis dan aktivis
perempuan yang gencar menyuarakan serta menegakkan hak perempuan®.
Keterwakilan perempuan dalam parlemen karena didasari oleh budaya

patriarki yang masih kental dikalangan masyarakat, secara adat kapasitas

Ade Irma Sakinal Dan Dessy Hasanah Siti A, “Menyoroti Budaya Patriarki Di
Indonesia”,. Padjadjaran. Vol. 7 No. 1. HIm. 1-2



46

perempuan dalam politik masih dipandang rendah sehingga menempatkan
perempuan mengurusi keluarga dan anak-anaknya.

Bukan hanya budaya patriarki namun secara adat namun ada juga secara
agama. Demikian halnya secara agama dalam figih, perempuan lebih dibatasi
peran dan geraknya di wilayah domestik saja. Misalnya, syarat untuk salat Jumat,
menjadi hakim, wali, dan pemimpin semuanya harus laki-laki, seakan dengan
berjenis kelamin laki-laki menjamin bahwa seseorang bisa melakukan apa pun
yang dipercayakan kepadanya. Konstruksi gender yang cenderung
mendomestikasi perempuan. Mendomestikasi perempuan maksudnya adalah
bahwa perempuan lebih ditekankan agar tinggal di rumah saja, untuk keperluan
salat berjamaah sekalipun dan dirinya dianggap aurat. Mensubordinasi perempuan
adalah memandang perempuan selalu dalam posisi lebih rendah daripada laki-laki
terutama suaminya.

Misalnya, perempuan dianggap kurang akal dan agamanya, bahwa akal
dan intelektual laki-laki melebihi perempuan, bahwa laki-laki lebih tabah
menghadapi problem yang berat, bahwa kekuatan laki-laki melebihi perempuan,
bahwa laki-laki banyak yang menjadi ulama dan terampil mengendarai kuda,
banyak yang menjadi imam kecil dan imam besar, bisa berperang, adzan, khotbah
dan jumatan, iktikaf, dalam menjadi saksi dalam kasus hudud dan gishash, dalam
menerima waris, “ashabah” berhak menjadi wali nikah dan berhak menja-tuhkan

talak, merujuk dan berpoligami serta bahwa anak dinasabkan kepada laki-laki*.

“®Nina Nurmila, “Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama dan
Pembentukan Budaya ”. Bandung. 2015. HIm. 4-5



47

Pemaparan tersebut juga menjadi pemahaman umum dalam masyarakat di
Kota Subulussalam. Keterwakilan perempuan dalam parlemen karena didasari
oleh budaya patriarki yang masih kental di kalangan masyarakat, secara agama
perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin, namun karena adanya
keterwakilan perempuan kini perempuan sudah bisa menjadi seorang pemimpin
akan tetapi tetap menjadi posisi nomor dua.

“Tantangan secara budaya bagi karir saya sangat banyak salah satu
contohnya: perempuan tidak bisa menjadi imam padahal saya ingin memimpin
suatu daerah suatu keagamaan”™'

Sebagai perempuan tentu saja banyak tantangan dalam segala hal apalagi
dalan dunia politik. dimana perempuan tidak boleh memimpin di atas laki-laki,
meski dia seorang pemimpin namun dalam agama islam seorang pemimpin

perempuan tidak di perbolehkan menjadi seorang imam.

“Sejauh ini saya juga tidak ada tantangan seacara budaya dari Partai Aceh,
bahkan banyak kalangan dari kaum laki-laki yang menyatakan dukungan mereka 48

Berdasarkan wawancara di atas dari Partai Aceh hambatan secara budaya
itu tidak ada bahkan banyak kalangan yang mendukung perempuan untuk masuk

keparlemen.

4.2.2.Faktor Sosial-Ekonomi Yang Mendukung Kemenangan Kandidat
Perempuan.
Adanya ganun Kota Subulussalam nomor 21 tahun 2010 tentang

pelaksanaan kepengusutan gender di Kota Subulussalampasal 1 ayat 7 yaitu:

*" Wawancara Sartina (Kandidat Partai Golkar) Di Kota Subulussalam Pada Tanggal 13
September 2019 .

*®Wawancara Asmidar (Kandidat Partai Aceh ) Di Kota Subulussalam Pada Tanggal 13
September 2019 .
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kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk
memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan
dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi,sosial budaya, pertahanan dan
keamanan, dan kesamaan yang menikmati hasil pembangunan.

Modal sosial yang dimiliki oleh Hj. Sartina adalah pendidikan selain
pendidikan dia juga merupakan seorang istri mantan walikota di Subulussalam,
suami dari Hj. Sartina yang merupakan asli dari Kota Subulussalam yang
memiliki marga Kombih sebagai modal untuk berkampanye. Sedangkan Hj.
Asmidar modal sosialnya pendidikan S-1 dia merupakan istri seorang darmawan
atau biasa di sapa Bapak Abadi/lbu Abadi karena kedermawanannya. Untuk
mensiasati hal tersebut terdapat beberapa hal yang dilakukan caleg perempuan.
berikut wawancara dengan kedua kandidat :

“Pengaruh sosial masyarakat masih antusias mendukung saya karena
saya terjun langsung bersama masyarakat. begitu juga pengaruh ekonomi itu
tergantung karena kerja nyata kita yang selama ini kita lakukan. dan sosial

kebersamaan kita sama masyarakat itu suatu cara untuk meraih suatu suara agar
masyarakat lebih antusias untuk mendukung®.

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwasanya kondisi sosial
ekonomi sangat berpeluang besar bagi kandidat dari partai Golkar. Namun dari
jawaban kandidat memperlihatkan secara terang bahwa kandidat memiliki
kapasitas ekonomi yang mampu meraih suara.

“Tanpa sosialisme masyarakat akan sulit mengenal dan bahkan sulit

menerima tawaran politik yang kita ajukan, Faktor ekonomi juga salah satu
faktor yang cukup penting tanpa ekonomi kita akan sulit untuk menjalankan itu

* Wawancara Sartina (Kandidat Partai Golkar) Di Kota Subulussalam Pada Tanggal 13
September 2019 .
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semua. Faktor tersebut cukup besar pengaruhnya, seperti faktor sosial sekitaran
70% dan 30% faktor ekonomi®’. ”

Dari faktor sosial-ekonomi hasil wawancara menunjukkan bahwasanya
kondisi sosial ekonomi sangat menguatkan peluang bagi kandidat dari Partai
Aceh. Namun dari jawaban kandidat tersebut memperlihatkan secara terang
bahwa beliau memiliki kapasitas ekonomi yang mampu untuk menunjang kost
politik dalam pemilu.

Subulussalam sangat terkenal dengan adanya politik identitasdimana
kandidat mendapatkan suara rakyat dengan cara mendekatkan diri kepada
masyarakat dan menjelaskan identitas diri agar masyarakat merasa lebih
mengenalinya. Berikut kutipan wawancara dengan beberapa responden terkait
politik identitas:

“Identitas merupakan salah satu pengaruh terpenting didalam pengenalan

diri kepada masyarakat calon pemilih, maka identitas merupakan salah satu
faktor penting dalam memperoleh kemenangan calon legislatif>.

Hal ini hampir dirasakan oleh semua kandidat yang mencalonkan diri
sebagai caleg dimana calon legislatif yang mencalonkan diri harus terlebih dahulu

mengenalkan jati dirinya atau identitasnya agar masyarakat lebih mengenalnya.

“Tentunya sangat berpengaruh sekali, tidak mungkin seorang calon
perwakilan rakyat ini seorang bermasalah dengan hukum/cacat hukum. jadi
identitas memang sangat berpengaruh sehingga tanpa identitas kita akan susah
untuk mengenal siapa dan bagaimana dia sebelumnya, dan kemungkinan dia
untuk menang itu minim jika identitasnya tidak efektif>2. ”

Sebagai caleg identitas tentu sangat berpengaruh bagainya apalai caleg

perempuan, sebagai perempuan tentu akan mengenalkan identitasnya sangat lebih

*% Wawancara Asmidar (Kandidat Partai Aceh ) Di Kota Subulussalam Pada Tanggal 13
September 2019.

*'Wawancara Dengan H. Merah Sakti (Ketua Partai Golkar) di Kota Subulussalam pada
tanggal 13 September 20109.

2\Wawancara Dengan H. Sudirman Meunthe (Ketua Partai Aceh) di Kota Subulussalam
pada tanggal 14 September 2019.
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jelas dan ada juga perempuan mengenalkan jati diri suaminya agar masyarakat

lebih mengenali caleg tersebut.

“Identitas sangat-sangat berpengaruh ya, seperti halnya kandidat dari
partai Golkar ini saya rasa sekota Subulussalam ini pun sudah begitu jelas
mengenal ibu ini sebagai istri walikota, dan identitasnya juga sudah sangat cukup
jelas dari sebelumnya suaminya pernah menjadi walikota 2 priode, dan bukan
hanya menduduki kursi sebagai walikota beliau juga di kenal karna marganya
yang memimpin raja pada zaman dahulu kala®.

Di Kota Subulussalam identitas suami sangat berpengaruh penting dalam
kampanye dimana seorang istri politisi mencalonkan diri sebagai calon legislatif
menggunakan identitas suaminya agal lebih dikenal dan di pandang baik oleh

masyarakat.

“Menurut saya sangat cukup mempengaruhi, sebagai timses kita juga
harus tau betul identitas yang akan kita dukung. Seperti ibu ini sudah di kenal
sejak mekarnya kota subulussalam dengan aceh singkil jadi identitas ibu ini
sudah tidak di ragukan lagi, apalagi beliau memajang foto suaminya dalam
balihosrjlya yang merupakan di kenal sejak dulu dengan sebutan Abadi/bara
dodos™.”

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat kita lihat bahwasanya
politik identitas sangat besar pengaruhnya bagi kemenangan kandidat terutama
kandidat perempuan. Karena identitas merupakan cara utama kandidat untuk
mendapatkan suara rakyat yang lebih baik.

Budaya money politics atau politik uang merupakan hal yang lumrah
dalam masyarakat. Fenomena politik uang dalam masyarakat bisa dilihat langsung
dalam proses pemilihan kepala desa atau lurah sebagai komponen terkecil dari

pemerintahan Indonesia. Proses pencalonan kepala desa seringkali tidak lepas dari

*Wawancara Dengan Rapitamala (Timses Golkar) di Kota Subulussalam pada tanggal 08
September 2019.

*Wawancara Dengan Sahar (Timses Aceh) di Kota Subulussalam pada tanggal 14
September 2019.
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penggunaan uang sebagi upaya menarik simpati warga. Dalam skala yang luas,
praktik politik uang melibatkan hampir seluruh elemen sosial yang ada baik dari
pejabat, politisi, akademisi, pendidik, masyarakat umum, bahkan kadang kalangan
yang dianggap sebagi seorang agamawan sekalipun. Dalam perspektif sosiologi
politik, fenomena bantuan politisi ini dianggap sebagai wujud sistem yang berupa
pertukaran sosial yang biasa terjadi dalam realitas permainan politik. Karena
interaksi politik memang meniscayakan sikap seseorang untuk dipenuhi oleh
penggarapan timbal balik.

Dari pemilih skeptis dapat kita lihat bahwasanya pemilih tidak semuanya
berpikiran positif dalam menentukan pilihannya dan bahkan pemilih jenis ini
sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat kota Subulussalam
tentunya. Berikut kutipan wawancara dari responden mengenai politik uang yang
ada di kota Subulussalam:

“Menurut saya di kalangan masyarakat Kota Subulussalam money politik
sudah tidak di ragukan lagi. Bagaimana mungkin seorang minim prestasi bisa
memenangkan pertarungan politik di Kota Subulussalam, dan seseorang yang
tidak merakyat bisa menjadi pimpinan rakyat. Nah, dua alasan tersebut
meyakinkan kita bahwa money politik sudah menjadi hal yang lumrah hanya saja
belum ada tindakan dari pihak terkait untuk bisa memberantas money politik di
kota kita tercinta. ”

Berdasarkan jawaban dari responden menggunakan uang dalam
berkampanye merupakan hal yang lumrah di Kota Subulussalam. karena selain
cara ini mungkin kandidat akan susah untuk mendapatkan hak pilih dari

masyarakat oleh karena itu hampir rata-rata kandidat menggunakan kampanye

tersebut.

> Wawancara dengan mahasiswa 1S di Banda Aceh pada tanggal 14 Oktober 2019.
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“Politik uang tidak terlepas dari demokrasi yang ada di indonesia,
Sehingga seluruh kandidat menggukan uang untuk menyakinkan para pemilih,
dan Para kandidat tidak ada yang mengatakan itu sebagai uang pemilihan, atau
jual beli hak suara. Sehingga di dalam masyarakat kota Subulussalam ada kata
istilah dengan bahasa singkilnya seperti: Kepeng Na Giam Kita Amet, Go Keca
la Duduk Nan Oda Ngo Nek Enget Na Kita i. Yang artinya (uangnya dulu kita
ambil, kalau dia sudah duduk nanti tidak lagi kita di ingatnya itu). Hal ini
menjadi Sudah RAHASIA UMUM. oleh karna itu politik uang di kota
Subulussalam dan di daerah mana pun pasti ada, meskipun hal tersebut tidak di
perbolehkan dalam demokrasi.”®”

Melihat dari wawancara yang di ungkap oleh responden bahwasanya Kota
Subulussalam tidak terlepas dari politik uang oleh karena itu kandidat lebih
meyakinkan masyarakat dengan kampanye tersebut meskipun kampanye tersebut
tidak diperbolehkan.

“Politik uang sudah pasti menjadi hal yang lumrah di Kota Subulussalam,
rata-rata caleg memberi uang kepada calon pemilih. Apalagi yang serakah pasti
mendapatkan uang paling banyak, bahkan dia menerima uang dari kandidat
manapun yang mencalonkan diri. dia juga akan melakukan hal yang sama dengan
kandidat lain sehingga dia menang banyak pada saat pemilihan®’.”

Berdasarkan hasil wawancara, Kota Subulussalam politik uang sudah
menjadi hal yang lumrah, dari jawaban responden mengatakan tanpa uang
masyarakat tentu tidak ingin memilih, dan peraihan suarapun tentu akan
berkurang. Jadi tentu saja kandidat akan melakukan apa saja demi kemengannya
bahkan rela menambah uang di atas kandidat lainnya agar dapat meraih
kemenangan karena masyarakat tentu juga akan memilih yang terbanyak. Karena

yang ada di pikiran masyarakat hanya itu saja yang di dapat saat kampanye namun

setelah dia mendapat kursi dia akan lupa air mata yang pernah di teteskannya

% Wawancara dengan SL di Banda Aceh pada tanggal 15 Oktober 2019
>"Wawancara dengan AS di Banda Aceh pada tanggal 15 Oktober 2019
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kepada masyarakat saat kampanye, dan masyarakatpun tidak pernah berpikir apa

yang akan terjadi kedepannya.

4.2.3.Faktor Politik Sebagai Pelibatan Perempuan Dalam Politik
Praktis.

Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan
dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam
proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan
praktik-praktik politik. Jika secara langsung berarti orang tersebut terlibat dalam
peristiwa politik tertentu, namun secara tidak langsung hanya mendengar
informasi atau berita-berita politik yang terjadi. Demikian juga Sistem politik di
Subulussalam, di Subulussalam pemilih memilih secara terbuka dimana pemilih
memilih langsung nama calon yang ingin dipilihnya.

Secara umum pemilihan umum merupakan yang paling awal dari berbagai
rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang disetujui sehingga pemilu merupakan
motor pengerak sistem politik demokrasi. Pemilu adalah keniscayaan, dalam
pemilu, aspirasi rakyat harus di jalankan dengan ajeg. Pada pemilihan umum,
pemilihan rakyat akan dapat menilai, dan pemilihan yang kontestan dapat
menawarkan visi-misi dan program kandidat, sehingga mereka akan tahu ke mana
arah perjalanan negaranya®®. Di Subulussalam dimana kandidat menyampaikan
langsung visi-misinya kepada masyarakat dengan silahturahmi, kampanye besar-

besaran dan lain sebagainya.

58 Fadjar Muktie. “Pemilu, Perselisiham Hasil Pemilu dan Demokrasi, Setara Press”.
Malang . 2013
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Rekruitmen politik merupakan sevuah proses awal sangat menentukan
kinerja partai sendiri dan parlemen. Jika kapasitas dan legitimasi sangat lemah,
salah satu penyebabnya adalah proses rekruitmen buruk. Sudah saatnya partai
politik mengubah mekanisme rekruitmennya agar dapat menghasilkan elit politik
yang berkualitas, berintegrasi dan memiliki legitimasi yang kuat, serta memiliki
kapasitas yang memadai dalam meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan
rakyat. Sebagai sarana rekruitmen politik, partai politik berfungsi untuk mencari
serta mengajak orang Yyang berbakat untuk turut aktif hingga kegiatan
politiksebagai anggota partai®. Kedua kandidat perempuan di kota Subulussalam
lebih mudah untuk mendapatkan sistem rekrutmen partai karena suami kedua
kandidat merupakan ketua DPW partai yang mengusung kandidat tersebut.

“Mekanisme yang berlaku jelas menguntungkan, karena jika tidak

menguntungkan maka tidak ada keterwakilan gender 30% maka karena adanya

keterwakilan gender setiap daerah 30% bagi saya mekanisme sangat

menguntungkan®. ”

Dari wawancara dapat kita lihat bahwasanya mekanisme sangat
menguntungkan bagi kandidat perempuan karena dari mekanisme tersebut hak
seorang perempuan terpenuhi.

“Salah satu cara perempuan masuk ke parlemen legislatif dengan memilih
satu masuk ke partai politik. Undang-undang tentang pemilu telah mengatur

kuota perempuan menjadi calon legislatif perempuan sebanyak 30% dari jumlah
kuota calon legislatif setiap calon pemilihan® .

*Rizki karunia dwi, “pola rekrutmen nasional demokrat pada pencalonan anggota
legislatif tahun 2014 kabupaten jombang”. Jombang, vol. 6, no. 1. 2017. Him. 72.

8 Wawancara Sartina (Kandidat Partai Golkar) Di Kota Subulussalam Pada Tanggal 13
September 2019.

81 Wawancara Dengan H. Merah Sakti (Ketua Partai Golkar) di Kota Subulussalam pada
tanggal 13 September 20109.
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Adanya undang-undang yang mengatur kuota perempuan menjadi calon
legislatif dapat menambah semangat perempuan untuk memenuhi haknya sebagai
politisi perempuan, berkat dukungan dari undang-undang perempuan juga
semakin yakin untuk menjadi seorang politisi karena merasa haknya terpenuhi.

“Mekanisme cukup menguntungkan saya sebagai perempuan karena
keterwakilan perempuan di kota ini sangat merata dan adil di bidang politik®. ”

Berdasarkan wawancara dapat kita lihat bahwasanya mekanisme sangat
menguntungkan bagi kandidat perempuan karena Kota Subulussalam sekarang

sudah meratakan dan adil antara laki-laki dan perempuan dalam bidang politik.

4.2.4.Jaringan Keluarga Sebagai Jalan Utama Kandidat Perempuan
Masuk Keparlemen.

Caleg perempuan dirumah sendiri layaknya seorang perempuan pada
umumnya. Namun karena adanya pembagian antara karier dan peranya sebagai
IRT, maka caleg perempuan tentunya memerlukan seseorang untuk membantunya
di bagian dapur. Pembagian peran juga kerap terjadi bagi caleg perempuan oleh
sebab itu yang mengerjakan pekerjaan dapur caleg tersebut memakai orang lain
sedangkan caleg perempuan berperan lebih kepada keluarganya seperti suami,
anak-anaknya dan kariernya. Caleg perempuan tentu saja memerlukan keluarga
untuk mendukung kariernya karena dimanapun seorang perempuan tentu meminta
pendapat kepada suami dan keluarga juga merupakan motivasi yang mendorong

karier yang ditempuhnya, sehingga faktor keluarga sangat berpengaruh penting

82\Wawancara Asmidar (Kandidat Partai Aceh ) Di Kota Subulussalam Pada Tanggal 13
September 2019.
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bagi kemenangan caleg perempuan tersebut. Ada beberapa hasil dari wawancara

yaitu:

“Dari pihak keluarga dan masyarakat sangat Iluas hubungan
persaudaraan dan persahabatan, oleh karena itu mereka sangat mendukung
kemenangan saya, suami serta keluarga besar saya sangat memotivasi saya, dan
mendukung saya karena saya juga harus mendukung karier suami saya oleh
karena itu keluarga saya sangat setuju dan mendukung saya, dan dalam
kekelu%ggaan, sebelum saya terjun ke politik keluarga bermusyawarah dan
diskusi*.”

Melihat wawancara di atas dapat kita lihat bahwasanya keluarga sangat
mendukung penuh dalam kariernya, keluarga juga dapat menjadi motivasi dan
keluarga juga salah satu cara caleg perempuan untuk menempuh kemenangannya,
selain keluarga masyarakat juga sudah di anggap seperti sahabat untuk

memperoleh kemenangan.

“Saya tidak hanya masyarakat yang saya libatkan peran keluarga saya
akan tetapi kesemua diseluruh dapil pemilihan saya melibatkan peran keluarga
saya, bagi saya keluarga apalagi suami saya sangat mendukung saya terlibat
dalam politik, dan saya juga mempunyai inisiatif sendiri untuk karier yang saya
rintis, karena dengan ikut terjun ke dunia politiklah kita bisa berjuang dan
mengimplementasikan hak-hak kami sebagai perempuan, keluarga cukup
dominan dan ikut berperan dalam karir saya®*.”

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas perempuan sangat melibatkan
masyarakat untuk kemenangannya dansebagai perempuan keluarga bukan hanya
mendukung akan tetapi keluarga juga cukup dominan dan berperan dalam karier

yang di rintisnya.

®%Wawancara Sartina (Kandidat Partai Golkar) Di Kota Subulussalam Pada Tanggal 13
September 2019 .

*Wawancara Asmidar (Kandidat Partai Aceh ) Di Kota Subulussalam Pada Tanggal 13
September 2019.
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4.2.5.Partisipasi Dalam Gerakan Sosial Yang Menguntungkan
Kandidat Perempuan.

Di Indonesia, PKK merupakan kegiatan kemasyarakatan paling populer,
merambah hingga pelosok pedesaan dan wilayah miskin perkotaan, seperti halnya
di Kelurahan Kebon. PKK adalah organisasi perempuan bentukan pemerintah
Orde Baru (Orba), seperti halnya organisasi sejenis yaitu Dharma Wanita
(organisasi bagi istri pegawai negri), Persit Kartika Chandra Kirana (organisasi
istri TNI AD) dan Bhayangkari (organisasi bagi istri polisi). Pada masa Orba
organisasi ini bersifat semi-formal dan wajib diikuti oleh semua perempuan
sehingga anggotanya banyak dan tersebar di sluruh penjuru tanah air. PKK
memiliki jumlah anggota terbanyak karena mewadahi semua perempuan, terlepas
dari status kepegawaian suaminya. Perempuan anggota Dharma Wanita, Persit
Kartika Chandra Kirana dan Bhayangkari juga menjadi anggota PKK di
lingkungan tempat tinggal maasingmasing. Setelah Orba runtuh, organisasi-
organisasi ini tidak ikut bubar. Hanya saja keikutsertaan perempuan dalam
organisasi-organisasi ini tidak lagi bersifat wajib seperti pada jaman Orba. Saat
ini, PKK tetap menjadi organisasi perempuan terbesar di Indonesia, meskipun
organisasi-organisasi perempuan baru terus bermunculan dan menarik minat
perempuan untuk berpartisipasi®.

“Lembaganya seperti PKK, Dekranasda, Buda Paud, dan Organisasi-
organisasi lainnya. Bergerak di bidang ketua PKK, Aktivitas saya bergerak di

%Herawati Erna. “Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Kemasyarakatan Pasca
Reformasi”. Universitas Padjadjaran. 2016. Hlm. 2-3.



58

bidang 10 program, dan Peran saya sebagai ketua, menuntun, mengarahkan dan

memberi solusi kepada bawahan saya®®.”

Berdasarkan wawancara dari kandidat Partai Golkar Sartina berperan sebagai
ketua menggunakan PKK atau lebaga lainnya dengan baik, perannya sebagai
ketua tentu mampu menuntun, mengarahkan dan memberi solusi kepada

bawahannya.

“Lembaga partai yang disebut dengan putro Aceh, bergerak di bidang

keterwakilan perempuan, aktivitas yang saya lakukan seluruh kegiatan yang

menyangkut dengan perempuan, dan Peran saya sebagai ketua®’.”

Berdasarkan wawancara dari kandidat Partai Aceh (PA) Asmidar bergerak di
lembaga sebagai ketua tentu saja melakukan kegiatan yang semestinya dilakukan
layaknya seorang ketua agar dapat menjadi lembaga yang lebih baik atas

pimpinannya.

®\Wawancara Sartina (Kandidat Partai Golkar) Di Kota Subulussalam Pada Tanggal 13
September 2019 .

"Wawancara Asmidar (Kandidat Partai Aceh ) Di Kota Subulussalam Pada Tanggal 13
September 2019.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa, penulis dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Keterwakilan perempuan di parlemen didasari oleh budaya patriarki yang
masih kental di kalangan masyarakat Kota Subulussalam.

2. Kandidat menggunakan berbagai strategi untuk meraih kekuasaan, Dimana
strategi dapat menentukan keberhasilan para caleg perempuan, secara
praktik, namun ada kampanye lain seperti identitas, suatu sisi identitas
dapat membawa pengaruh baik namun di satu sisi identitas membawa
pengaruh buruk terhadap caleg perempuan. Selain identitas, Politik uang

juga sudah menjadi hal yang lumrah di kota Subulussalam.
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B. Saran
Mencermati hasil penelitian di atas maka kiranya penulis perlu
memberikan saran dan rekomendasi utamanya untuk kepentingan akademik
sebagai berikut:

1. Penulis ini tentu belum sempurna, oleh karena itu penulis ini
menyarankan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis dengan tulisan
ini berharap dapat mengkaji secara lebih komfehensif tentang strategi
kampanye kandidat anggota dewan (studi kasus politik perempuan
pada pemilihan 2019 di kota Subulussalam). Asumsi yang selama ini
bekembang bahwasanya perempuan tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada
figur seorang suami di belakangnya. Penulis berharap penelitian
selanjutnya mampu secara spesifik mengkaji masalah ini.

2. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji topik tentang strategi
kampanye politik perempuan dan perilaku pemilih di kota
Subulussalam. Penelitian ini penting untuk mengingat perempuan di
Subulussalam karena di kota ini perempuan tetap nomor dua baik itu
dalam bidang sosial maupun politik, yang menjadi nomor satu tetaplah
laki-laki karena laki-laki bisa bekerja 24 jam sedangkan perempuan
tidak, karena perempuan bisa menimbukan asumsi-asumsi yang kurang
baik dari masyarakat karena sejatinya perempuan diasumsikan berada
dirumah mengurus rumah tangga, dan kedepanya siapapun yang caleg

agar tidak menggunakan money politik dalam kampanye.
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Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian

1. Foto Saat Wawancara (Foto Responden)

Gambar 01. Hj. Sartina NA S.E M.Si (Golkar)

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti

Gambar 02. Hj. Asmidar S.Pd dari partai Aceh (PA).

Sumber ; Dokumentasi Pribadi Peneliti
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Gambar 03. H. Merah Sakti Kombih, SH (Ketua partai DPW2 Golkar)

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti

Gambar 04. H. Sudirman Munthe (Ketua Umum DPW PA)

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti
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Gambar 05. Rapitamala. SKM (Timses Golkar)

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti

Gambar 06. Sahar (Timses PA)

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti
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Lampiran 2. pertanyaan penelitian

Survey Strategi Kampanye Kandidat Anggota DPRA

(' Studi Kasus Politik Perempuan Pada Pemilihan 2019 Di Kota Subulussalam)

Nama
Umur
Lembaga Pekerja
Jenis Kelamin
Alamat
Pertanyaan Penelitian
Rumusan Masalah :
1. Bagaimana Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Subulussalam
Terhadap Eksistensi Perempuan Di Ranah Politik?
1) Apa saja media massa yang ibu akses?. Film, atau berita/tontonan apa
yang paling ibu sukai terkait politik?
2) Bagaimana pabdangan anda terhadap pemberitaan media massa
selama ini? terutama tentang perempuan dalam politik?
3) Apa saja hambatan dan tuntutan dari masyarakat terhadap caleg
perempuan?
2. Bagaimana Strategi Kampanye Kandidat Perempuan Dalam Pemilu
2019 Di Subulussalam
1) Apakah ada tantangan secara budaya bagi karier amda selaku

perempuan?



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
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berapa besar pengaruh faktor ekonomi dan sosial mendukung
karier politik anda sebagai perempuan?

Apakah mekanisme yang berlaku menguntukngkan anda sebagai
perempuan?

Bagaimana cara perempuan masuk keparlemen?

Seberapa jauh jaringan keluarga mendukung kemenangan anda?
Lembaga apa?. Bergerak di bidang apa?. Apa saja aktivitas
tersebut?

Apakah identitas dapat mempengaruhi kemenangan calon anggota
dewan?

Apakah di Kota Subulussalam ada menggunakan money politik

dalam berkampanye?



Nama

NIM

Angkatan
Tempat/Tanggal Lahir
Agama

Jenis Kelamin
Kebangsaan

Alamat

Email

Motto

Riwayat Pendidikan
SD
SMP

SMA

Fakultas/Jurusan
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